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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI
PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT

TAHUN 202 1

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan dokumen
petencanaan dan penganggaran Kementeian Perencanaan
P embangunan Nasio nal / B adan P er encanaan P embangvnan
Nasional, perlu drlakukan sinkronisasi perencanaan dan
anggar an antar lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan
dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan
P emb angunan Nasio nal / B adan P er enc anaan P emb angt;-nan
Nasional Tahun 2021;

c. bahwa pqabat dan pegawai yang namanya tercantum dalant
Lampiran Keputusan ini dianggap ntantpu dan memenuhi
percyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar
Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional / B adan P er enc anaan P emb angunan Nas ion al T ahun
2021;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan1 Sistenr

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1.24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +421);

2.Undang-Undang



Menetapkan

-z-

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
2 3 9, T amb ahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor
0570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 201.3 tentang Tata

C ar a P elaksanaan Anggar an dan Belanj a N egar a seb agaimana
telah drtbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentang
Kementerian Perencan aan P emb angunan Nasional ;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah
diubah denganPeraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2079 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negaru Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
Organisasi Kementerian Negara;

2019 tentang

8. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan
Nas io n al / Ke p ala B adan P er enc ana an P emb angun an Nas io na I

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
P elap or an, P emantauan dan Eva I uas i Ke gtatan d an Anggar an;

9. Peratutan Menteri Petencanaan Pembangunan
Nas i on al / K ep ala B ad an P er enc ana an P emb angunan Na sional
Nomor 74 Tahun 2O2O tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional / Badan
P er encanaan P emb angunan Nasional ;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI

PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2021.

Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar
Lewhaga Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/B adan Perencanaan Pembangunan Nasion al Tahun 2027

PERTAMA

untuk

I
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

untuk selanjutnya disebut Tim Sinkronisasi Perencanaan dan
Anggaran Antar Lembaga, dengan susunan keanggotaan
seb agarmana ter c antum dalam Lamptr an Keputusan ini.

Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga

terdiri atas Pengarah, PenangSung Jawab, Tim Pelaksana, dan
Tenaga Pendukung.

Pengarah bertugas memberikan arahan kebrjakan, mengawasi,
membimbing, dan memantau kemaluan dan memberi sarafl
pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

P enanggung J aw ab bertugas memegan1 tanggung jaw ab terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampalkan laporan hasll
p elaksanaan kegratan kep ada P engar ah.

Tim Pelaksanabefiugas;

a. menyusun tancan4an dokumen perencanaan dan
pengan4gatan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/B adan Percncanaan Pembangunan Nasional Tahun
2027;

b. melakukan finalisasi dokumen perencanaan dan anggaran
Tahun 2027 di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Na sion al / B adan P ercnc anaan P emb angunan Nasi on al; dan

c. menyusun dan menyampatkan laporan hasil pelaksanaan

kegiatan kep ada P engar ah melalui P enanggung J aw ab .

T enaga Pendukung bertugas:

a. merbantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
pengumpLllan data dan tnformasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas larnyang diberlkan
oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang drperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antw Lembaga
dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc anaan P e mb angunan Na s iona 1 T ahun Anggar an 2 0 2 1 .

KEDELAPAN



KEDELAPAN

Sahnan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z-
RR. Rita Erawati

-4-

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 4 J anuari 20 2 1 .

Ditetapkan diJakarta
padatanggal TT Mei 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARIA



SALINAN
LAA4PIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR Y\EP .46 / M.PPN/HK/ O 5 / 20 2 7

TANGGAL 71MEI2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR TEMBAGA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 202 1

A. TIM PENGARAH Menteri PPN/ Kepal a Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas

C. TIM PELAKSANA

Ketua Kepala Biro Perencanaan) Organisasi dan Tata

Laksana, Kementerian PPN/ Bappenas.

Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Kerjasama Pendanaan

Multilaterul, Kementerian PPN/ B appenas;

2. Direktur Alokasi Pendanaan

Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha

Prmpinan, Kementerian PPN/ Bap penas;

4. Direktur Anggaran Brdang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Ditjen
Anggat an, Ke me nte r ia n Keuanganl

5. Sarilan Putri Khairunissa, S.Sos, Setkom XI
DPR-RI;

6. Semiyati, SE, Setkom XI DPR-RI;

7. Ageng Wardoyo, SH, Setkom XI DPR-RI;

Wakil Ketua

Anggota

8. Joko



o

8. Joko Suroso, SE, Setkom XI DPR-RI;

9. Hal<himah, SE, Setkom XI DPR-RI;

10. Oki Ganjar Ristawan, SE, Setkom XI DPR-

RI;

11. Nur Solichah, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;

12. Almatrka Isna Rostanti, SE, Setkom XI
DPR-RI;

73. Herman, S.Sos, Setkom XI DPR-RI;

1,4. Subagio, SE, Setkom XI DPR-RI;

75. Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang
Kesejahteruan Sosial, Ditjen Anggaran,
KementerianKeuanganl

1.6. Kepala Seksi Anggaran Brdang
Kesejahteraan Sosial, Ditjen Anggaran,
KementerianKeuangan;

17. Herci Kusnadi Wibowo, SE, Ditjen
Anggat an, Kementeria n Keuangan;

18. Doddy Ryan Hidayat, SE Ditjen Anggaran,
KementerianKeuangan;

19. Agus AdiPurwanto, SH Ditjen Anggaran,
KementerianKeuangan;

20. Zaenal Arifin, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

21. Dr. In8. Mada Dahana, ST, MT,
Kementerian PPN/ Bap penas;

22. Abdul Kohar, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;

23. Siswandi, SE, QIA, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Henrt Yusuf Haslbuan, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. Budr Cahyono, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;

26. ll<rn Wrbawa Sanusi, SH, Kementerian
PPN/ Bappenas;

27. Kahmal Jtmadi, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;

28. A.A.A. Drana



-J-

28. A.A.A. Diana Aryam Djlantik, SE, M.lv[,

Kementerian PPN/Bappenas;

29. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS,
Kementerian PPN/Bappenas;

30. Eri Muha, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

31. lr. Errantr Puspa, MM, Kementerian
PPN/Bappenas;

32. Imelda Benastan, SE, Kementerian
PPN/Bappenasl

33. Saskiya Rahma Wardhan|, SE.Ak,

Kementerian PPN/ Bap penas;

34. Achmad Safari, S.Sos, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

35. Ndaru Mukti l,estari, SIA, M.lnt.Com,
Kementerian PPN/ Bap penas;

36. lrlandi Paradrzsa, S.HI, Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Mukijo, SAP, Kementenan PPN/Bappenas;

2. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Wido N. Rahardjo,, Kementerian
PPN/Bappenas;

4. Haerudtn Aripin, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Sahnan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-z-
RR. Rita Erawatr


